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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa pandangan fiqh 
klasik terhadap usia minimal kawin, landasan filosofis penentuan batas usia 
minimal kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta 
analisis tinjauan maqȃshid asy-syarî’ah terhadap pembatasan usia minimal kawin 
menurut Undang-Undang Perkawinan. Jenis penelitian adalah studi pustaka. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik kepustakaan. Hasil 
penelitian adalah bahwa dalam fiqh klasik tidak ditentukan secara jelas dan tegas 
mengenai batas usia minimal. Begitu pula dengan penafsiran kriteria dewasa 
menurut undang-undang. Landasan filosofis penentuan batas usia minimal kawin 
yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki 
latar belakang yang panjang dan dipengaruhi oleh unsur (tuntutan) seperti sosial-
politik, budaya, ekonomi dan agama. Sedangkan analisis tinjauan maqȃshid al-
syarî’ah terhadap pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang 
perkawinan dari sudut pandang kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) 
Maqȃshid Al-Syarî’ah pembatasan usia minimal kawin terkait dengan memelihara 
agama, jiwa, dan keturunan. Dalam memelihara agama, menikah adalah salah satu 
bentuk menegakkan syiar-syiar Islam. Dalam hal memelihara jiwa, maka sejalan 
dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan. Serta dalam hal memelihara 
keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara mensyariatkan pernikahan dan 
mengharamkan zina.  
 
 





The purpose of this study is to explain and analyze the classical fiqh view on the 
minimum age of marriage, the philosophical basis for the determination of 
minimum marriage age in Marriage Act No. 1 of 1974, and analysis of maqȃshid 
asy-syarî'ah review on minimum age of marriage based on Islamic marriage 
law.The type of research is library research. The research approach used is 
qualitative approach. Data collection techniques used is literature techniques. The 
result of the research is that in the classical fiqh is not determined clearly and 
firmly about the minimum age limit. Similarly, the interpretation of adult criteria 
by law. The philosophical foundation of the minimum marriage age determination 
contained in the Marriage Act No. 1 of 1974 has a long background and is 
influenced by elements (demands) such as socio-political, cultural, economic and 
religious. While analysis of maqȃshid al-syarî'ah review on minimum age of 
marriage by marriage law.From the perspective of kulliyat al-khamsah (five 
general principles) Maqȃshid Al-Syarî'ah minimum age of marriage is related to 
maintaining religion, soul, and descendants. In maintaining religion, marriage is 
one form of upholding the syiar-syiar of Islam. In terms of maintaining the soul, it 
is in line with the principles laid down in the Marriage Law. And in terms of 









Pada dasarnya perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku 
pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal 
itu merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi 
makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat 




Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur‟an terdapat 23 ayat. Akan 
tetapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun 
jika diteliti lebih lanjut, ada satu ayat yang berkaitan dengan kelayakan 
seseorang untuk menikah.2 Salah satunya yang terdapat dalam surat An-Nisa 
ayat 6: 
   
    
   
   
   
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta)” (Qs. An-Nisa:6). 
Jumhur ulama menafsirkan ayat ini, „sampai mereka cukup umur untuk 
kawin’, Mujahid berkata: Artinya baliqh. Baligh secara umum terdapat 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 
2013), h. 51. 
2
 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam 
Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” Al-„Adalah Vol. XII, No. 4 (Desember 2015): h. 2. 
dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibn Umar yaitu batas usia lima 
belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Pada usia 
tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.
3
  
Secara tidak langsung, Al-Qur‟an dan Hadits mengakui bahwa 
kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh 
ditentukan dengan tanda-tanda jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum 
antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi 
pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.
4
 




Secara hukum, pengertian dewasa adalah dalam sistem hukum nasional 
terdapat perbedaan dalam penentuan usia dewasa seseorang. Seseorang yang 
telah dianggap dewasa, cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang 
mengatas namakan dirinya sendiri maupun mewakilkan pihak lain seperti jual 
beli dll.  Pengertian dewasa sangat luas cakupannya. Sehingga menimbulkan 
perbedaan penafsiran di dalam penentuan kriteria usia dewasa. Menurut Kitab 
UU Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 
KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah, menurut UU 
Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun, sedangkan menurut KUH 
Pidana usia dewasa yaitu anak yang apabila telah berumur 21 tahun.
6
 
Para ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia bagi 
orang yang dianggap baligh.
7
 Mengingat, perkawinan merupakan 
akad/perjanjian yang sangat kuat dan menyebabkan hak dan kewajiban 
masing-masing mempelai maka bentuk pembebanan hukum tidak cukup 
hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum 
(taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayiz) baligh dan cukup pemahaman.
8
 
Baru setelah ditetapkannya Undang-Undang perkawinan tahun 1974 (UU 
No. 1 Tahun 1974) pemerintah akhirnya berusaha menangani persoalan 
substantif perkawinan dengan menggunakan bahasa hukum negara. Peraturan 
Pemerintah No. 9/1975 tentang Penerapan Hukum Perkawinan, diiringi oleh 
Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam 
                                                          
3
 “Hadis yang menceritakan Ibn Umar mengajukan diri kepada Nabi Saw. Untuk ikut 
perang Uhud yang waktu itu Ibn Umar berumur empat belas tahun, Nabi Saw tidak mengizinkan. 
Dan ketika Ibn Umar mengajukan diri lagi kepada nabi Saw tatkala perang Khandaq, waktu itu 
usianya lima belas tahun, dan Nabi Saw pun membolehkan”.Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata 
Islam Di Indonesia, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013), h. 62. 
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perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan usia  baligh adalah 17 tahun dan 
Imam Hanafi usia balig anak laki-laki 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun. Lihat Husein 
Muhammad, Fiqih Perempuan (Refleksi kiai atas wacana agama dan gender), (Yogyakarta:LKIS, 
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 Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan 
Hukum Positif di Indonesia), (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 3. 
Negeri No. 221a tahun 1975, pemerintah secara formal mengatur praktik 
perkawinan.
9
 Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan 
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai 
usaha pembaruan pemikiran fiqh yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun 
demikian, apabila dilacak referensi syar‟inya mempunyai landasan kuat.10 
Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9.  
Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara 
langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia 
muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan 
kesejahteraannya.
11
 Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin 
didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena 
sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak 
bersifat kaku. Artinya, kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang 
diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-
metode istishlah, istihsan, al ‘urf, dan lain-lain metode istidlal dengan tujuan 




Penetapan Undang-Undang Perkawinan tidak terlepas dari konteks sosio-
historisnya. Meskipun, Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu 
bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Satu pihak, Indonesia masih 
kuatnya sikap taqlid sebagian masyarakat Indonesia kepada mahzab tertentu, 
sedangkan di pihak lain, posisi hukum Islam dalam konteks negara selalui 
menuai polemik khususnya dalam perdebatan ideologi negara, sehingga 




Pada tahun 2014 pertentangan pembatasan usia minimal kawin pun 
terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014
14
 
yang menyatakan bahwa pembenaran terhadap adanya perkawinan anak, 
khususnya anak perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) UU Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan jelas dan tegas 
menunjukkan kontradiksi dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka 
melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan dalam 
konstitutsi. 
Selanjutnya isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
Berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan, misalnya sosialisasi batas 
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usia perkawinan yang ideal yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi 
laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga 




B. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisa pandang fiqh klasik terhadap usia minimal kawin 
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa landasan filosofis penentuan batas 
usia minimal kawin  
3. Serta untuk menjelaskan dan menganalisa tinjauan maqashid al-syari’ah 
terhadap pembatasan usia minimal kawin yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk 
pembaruan hukum keluarga Islam. 
 
C. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah studi pustaka yaitu penelitian yang 
menggunakan buku-buku dan literatur-literatur sebagai objek yang utama. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 
Penelitian  ini dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  mendalam  
mengenai landasan filosofis penentuan batas usia minimal kawin yang 
terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan tinjauan maqashid al-
syari’ah terhadap pembatasan usia minimal kawin. Penelitian  ini  
didesain  dalam  bentuk  penelitian  kepustakaan  (Library research). 
Penelitian ini menitikberatkan studi kepustakaan, maka bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data 
sekunder dan sumber data tersier.  
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yakni referensi yang dijadikan sumber utama acuan 
penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri: 
1) Al-Qur‟an dan Hadis 
2) Kitab Al-Muwaqat karya Imam Syathibi 
3) Kitab I‟lam al-Muwaqqi‟in karya Ibn Qayyim 
4) Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah Al Zuhaili 
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
6) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data yang menjadi referensi-referensi pendukung dan pelengkap 
sumber data primer diantaranya: 
1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014. 
2) Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian 
3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. 
4) Situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian 
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Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasan Usia Perkawinan 
dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, cet II (Jakarta:Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), h. 19. 
c. Sumber Data tersier 
Sumber data yang menjadi penunjang dalam sumber data primer dan 
sumber data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik 
kepustakaan. yakni merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam 
material yang terdapat diruang kepustakaan seperti membaca, 
menerjemahkan, mengkelompokkan sesuai dengan tema, memahami isi 
kandungannya dan menganalisa isi buku yang relevan dengan penelitian. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan 
langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: data dikumpul 
berdasar kerangka teori yang digunakan peneliti, data diseleksi agar 
ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan, data disusun sesuai 
dengan alur pikir peneliti, dan terakhir data ditafsir (interpretasi) sesuai 
dengan konteks yang dikembangkan peneliti. 
 
D. Landasan Teori 
a. Teori Maqashid Al-Syari’ah 
Hakikat maqȃshid al-syȃri’ah, dimana dari segi substansinya, 
maqashid syari‟ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri dapat 
dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (maqashid asy-syari’) 
dan tujuan mukallaf (maqashid al-mukallaf). Kemaslahatan ini dapat 
diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. 
Kelima unsur pokok itu diantaranya: memelihara Agama, (Hifzh ad-Din), 
memelihara jiwa (Hifzh an-Nafs), memelihara akal (Hifzh al-‘Aql), 




Maqȃshid al-syȃri’ah, sebagaimana dikutip oleh Amir Mu‟allim dan 
Yusdani,
17
 hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk 
memahami redaksi Al-Qur‟an dan Sunnah menyelesaikan dalil-dalil yang 
bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan 
hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur‟an dan Sunnah 
secara kajian kebahasaan. Inti  dari maqȃshid al-syȃri’ah adalah 
mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan 
menghindarkan keburukan. Salah satu bentuk metode ijtihad atau 
penetapan hukum yakni mashlahah mursalah, karena tujuan dari 
mashlahah adalah menarik manfaat menghindarkan bahaya dan 
memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta manusia.  
Terma maqashid al-syari‟ah dan mashlahah ibarat dua sisi mata 
uang yang tidak bisa terpisah dalam pembicaraannya. Timbulnya 
pemikiran tentang maqashid syari‟ah dan mashlahah itu dapat 
diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil syara‟ dan 
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 Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 
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Amir Mu‟allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum islam (Yogyakarta: UII 
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penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus 
yang muncul selalu mencari petunjuk dari Al-Qur‟an dari segala 
seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam Al-Qur‟an, 
mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi dan jika tidak 
menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil syara‟ yang mereka 
gunakan secara alternatif, mujtahid mencoba meneladani cara yang 
dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu ditemukan 




b. Teori Adaptabilitas 
Teori adaptabilitas (penyesuaian). Bahwasanya hukum Islam bisa 
disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan ijtihad- ijtihad 
baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespons perubahan 
sosial. Perlu diketahui di sini bahwa yang dimaksud adaptabilitas bisa 
mengacu pada dua frame; kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada 
dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.
19
 
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti dikutip Zulham 
Wahyudani,  bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. 
Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang 
mengitari hukum itu.
20
 Dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in, al-Jauziyah 
mengatakan: 
 تاينلاو لاىحلأاو ةنملأاو ةنمز لأا بسب اهفلاتخاو ،يىتفلا ريغت
 دئاىعلاو 
“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan 
faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.” 
Maksud kaidah di atas adalah kondisi atau keadaan suatu masyarakat 
akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan oleh seseorang mufti. 
Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja, 
tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama 
hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis.
21
  
Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan.
22
 Kemaslahatan sebagai 
substansi syari‟at mengalami perbedaan  seiring  dengan  perbedaan  
zaman,  tempat,  situasi, niat dan adat. Artinya bahwa terjadinya 
perbedaan zaman, tempat,  situasi,  niat  dan  adat,  menjadi  legitimasi  
dan  alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah 
menunjukkan bahwa syari‟at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam 
merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah 
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19
 Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran 
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1. Usia Minimal Kawin Menurut Fiqh Klasik 
Menurut kajian ulama klasik dalam menentukan batas usia kawin 
menurut hukum Islam bisa dikembalikan pada tiga landasan, yaitu:24 
a. Usia minimal kawin dihubungkan dengan kriteria baligh seseorang. Dalam 
hal kriteria baligh, para ulama pun berbeda pendapat. Adapun ketentuan 
baligh sendiri umumnya  didasarkan pada: 
1) Bagi pria, ditandai dengan ihtilam, yaitu bermimpi (dan 
mengeluarkan air mani) baik di waktu terjaga ataupun tidur.25 
2) Bagi wanita ditandai dengan mengalami haid (menstruasi).26 Seperti 
yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Empat “Terangkat 
pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga 
ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia 
bermimpi (dan mengeluarkan mani/ihtilam)”.27 
3) Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh ditentukan 
berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha yakni menurut Imam 
Syafi‟i dan Hambali menetapkan usia balig untuk anak-anak laki-laki 
dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 
usia  baligh adalah 17 tahun dan Imam Hanafi usia balig anak laki-
laki 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun.28 Perbedaan usia baligh 
menunjukkan bahwa indikasi baligh dipengaruhi beberapa faktor 
yang menyebabkan cepat atau lambatnya seseorang yaitu seperti 
faktor lingkungan, geografis wilayah, ekonomi, pendidikan, sosial 
dan lain sebagainya.  
b. Usia minimal kawin dihubungkan dengan kemampuan seseorang 
“Rusyd”29. “Rusyd” yaitu seseorang yang mengerti/pandai dalam 
mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang 
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 Artinya seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta 
dengan membelanjakannya
. 
Seseorang yang menikah itu sudah cukup 
umur untuk bisa mengelola hartanya sendiri, bekerja, memberi nafkah 
untuk istri (bagi suami), mengurus suami (bagi istri), mengurus anak, 
membesarkan, mendidik anak sampai tumbuh dewasa dan menikah. 
Sehingga seseorang yang telah menikah tersebut tidak lagi bergantung 
kepada orang tuanya dan mengatur segala sesuatunya sendiri. 
c. Usia minimal kawin dihubungan dengan hadits Nabi mengenai 
historis pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah. 
 َتاَمَو ٍّعِْست ُتْنِب َيِهَو اَِهب يَنَبَو ٍّّتِس ُتْنِب َيِهَو صلى الله عليه وسلم الله ُلْىُسَر اَهَج َّوََزت
 َ  َ ْ َ ِاا ََ  ُتْنِب َيِهَو 
“Rasululah Saw. Menikah dengan dia („Aisyah) dalam usia 
enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 
sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia 
delapan belas tahun.” (Riwayat Muslim). 
 
 
2. Landasan Filosofis Lahirnya UU Perkawinan 
Lahirnya UU Perkawinan tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika 
sejarah yang meliputi konfigurasi politik dan dinamika sosial yang 
memegang peranan penting faktor melatarbelakangi lahirnya UU tersebut dan 
salah satunya mengenai pengaturan pembatasan usia seseorang diizinkan 
melangsungkan perkawinan. Secara keseluruhan, penetapan undang-undang 
tersebut memiliki latar belakang yang panjang dan dipengaruhi oleh unsur 
(tuntutan) seperti sosial-politik, budaya, ekonomi dan agama. 
Pembatasan usia minimal kawin yang terdapat dalam UU Perkawinan 
yaitu 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi 
pria merupakan salah satu bentuk penguat dan mendukung perubahaan zaman 
karena; 
a. Menjadi jalan tengah para ulama dalam mengkompromikan batas minimal 
dan batas atas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Karena, 
sikap taqlid sebagian masyarakat Indonesia khususnya mengenai fiqh 
keluarga di Indonesia kepada mahzab tertentu. Sebagai pendukung 
kondisi saat ini yang mengharuskan pembatasan usia minimal kawin.  
b. Kondisi sosio-kultural masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas 
tinggal di pedesaan, budaya pernikahan di bawah umur yang masih 
banyak berlaku di tengah masyarakat dikarenakan rendahnya kualitas 
pendidikan serta konteks ekonomi keluarga juga menjadi salah satu 
faktor yang melandasi maraknya pernikahan dini. Karena, masyarakat 
yang umumnya agraris tidak menunggu lama untuk menikahkan 
anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula 
si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi 
tanggungan suaminya. 
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 LTN PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas 
dan Konbes Nahdhatul Ulama (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9. 
c. Kondisi sosio-politik menyangkut hubungan pemerintah dengan umat 
Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sehingga pembatasan usia 
minimal kawin yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 
menjadi titik tengah antara keinginan pemerintah dan budaya yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat. 
Penentuan usia minimal kawin merupakan salah satu bentuk 
pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum keluarga (perkawinan). 
Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga ialah upaya melakukan 
unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa 
memandang agama, peningkatan status wanita, dan respon terhadap 
perkembangan dan tuntutan zaman.
31
 selain tujuan, adapun faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum perkawinan yakni: 
1) Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat 
dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan 
masyarakat terhadap hukum terhadap masalah baru terjadi isu sangat 
mendesak untuk diterapkan. 
2) Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK, sehingga perlu ada aturan 
hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah hukum yang 
belum ada aturan hukumnya. 
3) Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang 
kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum 
nasional. 
4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh 
para mujtahid baik tingkat internasional, maupun tingkat nasional, 
terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan IPTEK. 
 
3. Tinjauan Maqȃshid Al-Syarî’ah terhadap Pembatasan Usia Minimal 
Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Tujuan dari diadakannya legislasi hukum Islam oleh pemerintah adalah 
untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. 
Diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, aman, tertib, dan 
penuh keharmonisan. Hal ini dapat terwujud, karena undang-undang itu 
bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat bagi rakyatnya, sehingga lahirnya 
sebuah undang-undang akan menimbulkan kepastian hukum.  
Dalam hukum Islam, batasan usia seseorang untuk melangsungkan 
perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur‟an maupun 
Hadits. Keduanya, hanya memberikan kriteria, syarat dan bagaimana 
seseorang layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberikan 
kebebasan untuk menetapkan usia minimal kawin. Sehingga, batasan usia 
minimal kawin pun diserahkan kepada para pelakunya tanpa melanggar syarat 
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Adanya penentuan usia minimal kawin diharapkan mampu 
merealisasikan Maqȃshid atau tujuan pensyariatan pernikahan yakni 
memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluriah 
hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, 
membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, dan 
menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
33
 
Penentuan usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan 
adalah salah satu bentuk pembaruan hukum Islam untuk menjawab tantangan 
dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, 
untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Tujuan kemaslahatan umum 
tersebut terdapat dalam kandungan Maqȃshid Al-Syarî’ah. Dalam Maqȃshid 
Al-Syarî’ah ada lima bentuk atau yang biasa disebut kulliyat al-khamsah 
(lima prinsip umum) yaitu : hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs 
(melindungi jiwa), hifdzu aql (melindungi pikiran), hifdzu nasab (melindungi 
keturunan), hifdzu mal (melindungi harta).
34
 
Sudut pandang kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) Maqȃshid Al-
Syarî’ah pembatasan usia minimal kawin terkait dengan memelihara agama, 
jiwa dan keturunan. Dalam memelihara agama, menikah adalah salah satu 
bentuk ibadah yakni menegakkan syiar-syiar Islam sebagaimana yang 
terdapat dalam firman Allah SWT surat Asy-Syura ayat 13. Dalam hal 
memelihara jiwa, maka sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU 
Perkawinan yakni bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, 
agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
35
 
Untuk memelihara keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara 
mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Islam juga menetapkan 
siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu 
dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu 
dianggap sah. Percampuran antara dua manusia yang berlain jenis tidak 
dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan 




Pada tahun 2018 MUI dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa VI seindonesia 
di Banjar Baru yang menyatakan untuk mencegah revisi UU Perkawinan 
khususnya mengenai usia perkawinan kearah penambahan usia dalam 
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melangsungkan perkawinan. Sebagaimana dalam kajian Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) batas usia 
perkawinan yang ideal yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-
laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga 
berdasarkan kebutuhan jangka panjang.
37
 
Semakin maraknya fenomena kawin hamil di tengah masyarakat 
sehingga dibolehkan perkawinan dengan wanita kawin hamil tanpa 
menunggu lebih dulu  kelahiran anaknya dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Dikhawatirkan apabila adanya penambahan usia minimal kawin menjadi 20 
tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria sebagaimana kajian BKKBN maka 
akan semakin bertambahnya orang yang melakukan kawin hamil. Apabila 
usia minimal kawin naik dari 16 dan 19 tahun menjadi 20 tahun dan 25 tahun.  
 
F. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pembatasan Usia Minimal Kawin 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tinjauan 
Maqȃshid Al-Syarî’ah) maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Dalam fiqh klasik tidak secara tegas menentukan batas minimal seseorang 
melangsungkan perkawinan. Namun, menurut para ulama klasik batas usia 
minimal kawin dikembalikan pada tiga landasan. Diantaranya: Pertama, Usia 
minimal kawin menurut fiqh klasik dihubungan dengan tiga hal yaitu 
dihubungkan dengan kriteria baligh seseorang. Kedua, dihubungkan dengan 
kemampuan seseorang “Rusyd” yakni kemampuan seseorang dalam 
mengelola harta. Ketiga, dihubungan dengan hadits Nabi mengenai historis 
pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. 
2. Landasan filosofis penentuan batas usia minimal kawin yang terdapat dalam 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki latar belakang 
yang panjang dan dipengaruhi oleh unsur (tuntutan) seperti sosial-politik, 
budaya, ekonomi dan agama sehingga unsur-unsur (tuntutan) tersebut 
menjadi bahan pertimbangan adanya pengaturan pembatasan usia minimal 
kawin seseorang.  
3. Analisis Tinjauan Maqȃshid Al-Syarî’ahterhadap Pembatasan Usia Minimal 
Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan. Analisa dari sudut pandang 
kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) Dalam memelihara agama, menikah 
adalah salah satu bentuk ibadah, dalam hal memelihara jiwa, maka sejalan 
dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan. Dalam hal memelihara 
keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara mensyariatkan pernikahan 
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